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Denda PKB Dihapus

. TANAHABANG (Pos Kota) — Merayakan HUT

- Jakarta sekaligus meningkatkan pendapatan asli

- daerah (PAD), Pemprov DKI Jakarta memutihkan

| pajak kendaraan bermotor (PKB). Penghapusan

. denda pajak motor maupun mobil ini berlaku

J mulai Kamis, 25 Juni hinggga 25 Agustus 2015.

" Ta menambahkan,
adapun besaran denda 2
persen/bulan. "Tapi
selama dua bulan

ini, tidak ada sank-
si denda sedikit

. pun, Hal ini berlaku di selu-

| ruh kantor Samsat wilayah

| Jakarta, termasuk Samsat
Mobil Keliling," tambahnya.

Berdasarkan data Dinas
Pelayanan Pajak Daerah
(DPPD) DKI Jakarta tern-
yata penunggak pajak
kendaraan sangat besar.
"Sepeda motor yang ter-
daftar di Jakarta jumlah-
nya berkisar 6,1 juta unit,
tapi sekitar 3 juta di ant-
aranya tidak bayar PKB

maupun biaya balik nama |
(BBN) yang merugikan . ADA KELEMAHAN
kas daerah sekitar Rp 395 Dari banyaknya pelanggar

miliar. Sedangkan mobil
dari jumlah yang ter-
daftar 2,2 juta unit, terda-
pat sekitar 400 ribu unit
juga melanggar pajak

pajak kendaraan, menun-
jukkan adanya kelemahan
dalam penegakan hukum.
"Bayangkan jumlah sepeda

sebesar Rp 500 miliar,"
ujar Edi Sumantri, Kepa-
‘la Bidang Perencanaan
dan Pengembangan
DPPD DKI Jakarta, Ka-
mis (25/6).

Berkenaan dengan ban-
yaknya penunggak pajak,
pihaknya atas seizin Gu-
bernur Ahok mengeluar-
kan kebijakan penghapu-
san sanksi administrasi
PKB dan BBN, "Melalui
program yang berlang-
sung selama dua bulan ini
ditargetkan dapat mener-
ima pendapatan dari
penunggak minimal 30
persennya," kata Edi men-
jelaskan bersama rekan-
nya, Kepala UPT Pelayan-
an Informasi dan Penyu-

luhan Pajak Andre Kunar

50,

motor yang tidak bayar
pajak, hampir separoh
dari jumlah total. Untuk
meningkatkan law en-
forcement, kami akan
melakukan MoU dengan
Polda Metro Jaya men-
indak tegas penunggak
pajak kendaraan," ucap
Edi,

Adapun rencana pene-
gakan hukum ini, petu-
gas terpadu melakukan
penagihan pajak di jalan-
an. "Beda dengan polisi
melakukan tilang ter-
hadap pelanggar lalulin-
tas, mungkin nanti polisi
menahan kartu PKR
yang menyatu dengan
Surat Tanda Nomor Ken-
daraan (STNK) dan baru

diserahkan kembali, set-
. elahpenunggak meluna-

si pajaknya," tegasnya.

Andre Kunarso mengim-
bau masyarakat agar pro-
gram simpatik yang digelar
ini dimanfaatkan sebaik-
baiknya. " Jadi, pemilik ken-
daraan yang terlambat ba-
yar pajak, kini cukup mem-
bayar pokok pajak saja,
karena tidak dikenakan
denda," katanya.
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